[ SALINAN ]

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 20 ayat
(2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah
Daerah berwenang melakukan Penerapan Inovasi
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan
Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pedoman  Penelitian dan
Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104
Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian
Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1611);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan
Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun
2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1572);

12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2011 Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016
Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor S5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020
Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
Pelayanan Publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi
penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

(2) Peraturan Bupati bertujuan untuk:
a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan
Pemerintahan Daerah;
c. pembentukan kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka
pengembangan inovasi.

BAB III
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 3

Inovasi Daerah berbentuk:

a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;

b. inovasi Pelayanan Publik; dan

c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Bagian Kedua
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pasal 4

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan
Daerah yang meliputi:

a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan

b. pengelolaan unsur manajemen.
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Pasal 5

Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan Pengelolaan unsur manajemen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, lebih lanjut ditetapkan dalam
Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Inovasi Pelayanan Publik

Pasal 6

Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang
meliputi:

a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan

b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Pasal 7

Proses pemberian pelayanan barang/jasa publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a, dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan
Bupati.

Bagian Keempat
Inovasi Daerah Lainnya Sesuai dengan Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Daerah

Pasal 8

(1) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Jenis Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih
lanjut ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Nama Inovasi Daerah

Pasal 9
Nama Inovasi Daerah yang diterapkan dan Perangkat Daerah sebagai inovator

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan penerapan Inovasi Daerah.
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(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang penelitian.

(3) Tata cara pembinaan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan penerapan Inovasi

Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 10 Januari 2023
Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD
R. SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD
ZAKLY ASSWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 3.

Amuntai, lL \)m w;

SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPAL AGIAN HUKUM,
b RUSNI,S.H. PERBUP HSU TAHUN 2023 NO.3
Pembina (IV/a) INOVASI DAERAH

NIP.197312022005011007
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG INOVASI DAERAH

PENETAPAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO NAMA INOVASI PERANGKAT DAERAH PENGAMPU

1 | Pusat Pembelajaran Keluarga
(Puspaga) “Agung Berseri” Dinas Pemberdayaan

2 | Sistem Perencanaan dan Perempuan dan
Penganggaran Yang Responsif Perlindungan Anak
Gender (Si Prima Sakti)

3 | SI MONEYV (Sistem Monitoring dan Badan Perencanaan Pembangunan
Evaluasi) Daerah, Penelitian dan

Pengembangan

4 | Gentong Mas Santun (Gerakan .
Tolong Masyarakat Sanitasi Tuntas) Dinas Kesehatan

S5 | Si Pelayan Peri (Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Pelayanan Perizinan)

Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Simdodar (Sistem Donor Darah)

RSUD Pambalah Batung

Mas Puma (Mesin Penghancur
Gulma)

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

R. SURIA FADLIANSYAH

Amuntai, (3 .)M Ly
SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPAL
N

"ROSNILS.H.
Pembina (IV/a)

AGIAN HUKUM,

NIP.197312022005011007
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